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PUTUSAN
Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA.Blcn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Dagang tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor
0292/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan untuk melakukan
perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 12 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat dari
Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian
hingga pisah tempat tinggal;
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak
bernama Anak |, umur 2 tahun, sekarang ikut Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2016 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita
lain yang bernama Pihak I, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena
melihat sendiri dari media sosial, HP Tergugat dan kabar dari orang tua
Penggugat yang menanyakan langsung ke rumah Pihak I;

b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat
sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena
masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat pulang larut malam,
Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat
malah marah-marah;

c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, hal tersebut karena
Tergugat malas bekerja & Tergugat bekerja namun penghasilannya
hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya
untuk Penggugat maupun anak;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2017, yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan,
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang
sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Juli 2017 dan tanggal 04
Agustus 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di muka

sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama
(Penggugat) dengan NIK : xxxxx tanggal 11 Agustus 2014, setelah diperiksa
secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya
bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor : xxxxx Tanggal 12 Agustus
2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai
dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi
tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan
telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai
paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2013, dan dari pernikahannya
telah dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Pengguguat sebagaimana alamat Penggugat di Desa
Manunggal sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga
akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sejak 1 (satu) tahun lalu sudah tidak harmonis
disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi
ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar ;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat malas
bekerja, Tergugat pun juga suka marah-marah dan sering pulang larut

malam bahkan sekarang diketahui Tergugat telah menjalin hubungan
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asmara (selingkuh) dengan wanita lain;

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah bersama
adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah keduanya keduanya tidak pernah rukun dan
kumpul bersama lagi layaknya suami istri, namun Tergugat pernah
datang kerumah Penggugat hanya untuk menjemput anak;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

2. Saksi Il, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, di
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga dengan Penggugat sejak kecil, dan kenal dengan
Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2013, dan dari pernikahannya
telah dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
orang tua Pengguguat sebagaimana alamat Penggugat di Desa
Manunggal sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga

akhirnya berpisah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sejak 1 (satu) tahun lalu sudah tidak harmonis
disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi
ketahui karena seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar. Apabila bertengkar, Tergugat selalu pulang ke
rumah orang tuanya setelah itu kembali lagi, hal itu terjadi berulang-
ulang ;
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- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat malas
bekerja, Tergugat pun juga suka marah-marah dan sering pulang larut
malam bahkan sekarang diketahui Tergugat telah menjalin hubungan
asmara (selingkuh) dengan wanita lain;

- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan rumah bersama
adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah keduanya keduanya tidak pernah rukun dan
kumpul bersama lagi layaknya suami istri, namun Tergugat pernah
datang kerumah Penggugat hanya untuk menjemput anak;

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan

mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang
pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan

Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa bidang perkawinan, maka dengan didasarkan kepada
ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana yang telah diubah pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3

6
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tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,
sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan
oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149

R.Bg, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 115
KHI jo. Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma

nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya,
oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar
jawaban ataupun bantahan. Oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat dinyatakan telah mengakui dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan
telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311
R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah

membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak
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pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa
perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal
dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti
Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai ketentuan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang
No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif dan merupakan wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan memutus perkara
a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan
oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik,
maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya
Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sehingga harus dinyatakan
terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah
sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana
dalam posita nomor 1 gugatan Penggugat, maka maksud Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki
kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi
keluarga atau orang terdekatnya yang bernama Saksi | dan Saksi Il, yang telah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; yang berdasarkan
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sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata

keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di
persidangan telah terungkap fakta-fakta jika rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun lalu disebabkan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas
bekerja, suka marah-marah dan sering pulang larut malam bahkan Tergugat
diketahui menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita hingga
diantara keduanya telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu, dan selama
berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, dan pihak keluarga telah
berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim
memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai,
oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan
tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena
mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah
perbuatan yang sia-sia dan hal tersebut diperkuat lagi dengan keinginan

Penggugat yang tidak mau meneruskan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil figh yang tercantum dalam Kitab

Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat
majelis hakim yang berisi sebagai berikut :

i O g ey Laglial o 8dal) plgs dme plany¥ Loy g zodhyl ! gl cest 13

Lot Y o8 eyl Cod 131 AL AL o) gy diemg 80 oW e

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti
kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan
penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah

talak ba’in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan

tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
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1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 10
Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari
Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ROFIK
SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.l, M.H. sebagai
hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
serta Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.
Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti
Ttd.
Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
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3. Biaya Panggilan : Rp. 900.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp.  6.000,- +

Jumlah Rp. 991.000,-
(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 19 Agustus 2017
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. ALMUNA
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